
vi

ABSTRAK

Nama : Dion Rizkian
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Pertanggung Jawaban
Notaris Sebagai Saksi Di Pengadilan

Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan
Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan.
Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan
Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan
prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu
prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan
perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana
adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang-
Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut
penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan
Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007.
Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan
Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya
permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis
Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.
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This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No.

30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a

court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability

based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities

on common principle of criminal and civil laws where become witness is a

mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance

No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated

Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of

Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for Local

Supervision Board (MPD) starting their jobs.
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